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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kondisi
serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat suku Duanu, yang merupakan
komunitas adat terpencil di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi,
masyarakat suku terpencil sering kali terpinggirkan dan mengalami kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pengentasan
kemiskinan Penelitian ini dilakukan di Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong,
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang dipilih berdasarkan fenomena sosial yang
serta dapat memberikan informasi mendalam mengenai permasalahan yang
dihadapi.

Melalui pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai
sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai
pemberdayaan komunitas adat terpencil ini. Tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan komunitas adat
terpencil suku Duanu di Kecamatan Concong, serta untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam upaya
pemberdayaan tersebut.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Suku Duanu

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the conditions and challenges
faced by the Duanu tribe, which is a remote indigenous community in Indonesia.
In the context of globalization and modernization, remote indigenous communities
often become marginalized and face difficulties in meeting basic needs such as
education and poverty alleviation. This research was conducted in Panglima Raja
Village, Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, Riau, which was chosen
based on social phenomena that could provide in-depth information regarding the
issues faced.

Through a qualitative approach, the author collected data from various
sources to obtain a comprehensive picture of the empowerment of this remote
indigenous community. The main objective of this research is to understand how
the empowerment process of the Duanu indigenous community in Concong
Subdistrict occurs, as well as to identify factors that influence the success or
failure of such empowerment efforts.

Keywords: Empowerment, Remote Indigenous Communities, Duanu Tribe
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai wilayah yang memiliki berbagai suku bangsa, ras,

bahasa, agama serta budaya yang beranekaragam, jumlah suku yang dimiliki

oleh Indonesia kurang lebih 300 suku bangsa. Indonesia adalah negara

maritim yang mempunyai suku-suku yang cukup unik salah satunya adalah

suku duanu, secara demografis dan geografis suku duanu termasuk dalam

KAT (komunitas adat terpencil) yang memiliki arti lapisan paling bawah

didalam suatu struktur dan perkembangan masyarakat. Ada beberapa suku di

Provinsi Riau yang dikategorikan komunitas adat terpencil yaitu suku sakai,

talang mamak, suku akit dan suku duanu atau suku laut. Sebelum zaman

modern suku duanu hidup diatas perahu dipermukaan laut dengan cara

berpindah-pindah dari daerah perairan ke perairan lainnya, kemudian

melakukan transportasi melewati laut dengan menggunakan perahu. Dengan

seiring berkembangnya zaman membawa arus positif bagi suku duanu yang

awalnya bertempat tinggal diatas perahu sekarang mereka mempunyai

inisiatif untuk membangun rumah panggung diatas permukaan laut dengan

berbahan dasar papan dan kayu. (Syarfaina,2022),

Di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi,masyarakat suku

terpencil seringkali dihadapi dengan kendala untuk memenuhi kebutuhan

dasar mereka seperti permasalahan kemiskinan, dan pendidikan yang belum
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optimal, sekarang masyarakat suku duanu menyebar dan bertempat tinggal

dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri hilir salah satunya

Kecamatan Concong. (Azhari, 2022)

Masyarakat suku terpencil di Indonesia secara geografis berada jauh

dari pusat-pusat perkembangan, mereka secara sistematis terpinggirkan,

meskipun secara hukum termasuk dalam bagian dari sistem nasional. Oleh

karena itu, salah satu karakteristik dasar yang menjadi tolak ukur ciri khas

masyarakat komunitas adat terpencil adalah keterbatasan jangkauan mereka,

kemudian hambatan geografis juga menjadi tantangan dalam permasalahan

kemiskinan, serta penyediaan layanan pendidikan berkualitas di Indonesia

yang belum optimal karena pada hakikatnya pendidikan berperan penting

sebagai pendorong utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi untuk

masyarakat. (Kuliawati, 2019).

Suku Duanu disebut Komunitas Adat Terpencil karena suku

tersebut masih mendiamin wilayah dengan akses terbatas tepatnya di Desa

Panglima Raja yang memiliki jumlah KAT yaitu suku Duanu yang tinggi di

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang merupakan desa

pemekaran dari desa Concong luar yang sekarang Desa Panglima Raja sudah

berdiri menjadi desa sendiri, Desa Panglima Raja memiliki kawasan dengan

potensi pesisir yang cukup baik, dan kehidupan masyarakatnya sangat

bergantung pada sumber daya pesisir, yang mereka manfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih tepatnya mereka masih bergantung
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dengan alam, jumlah suku Duanu yang tersebar di Desa Panglima Raja

sebanyak 380 KK di RT tertentu dan 1.460 Jiwa.

Berikut adalah tabel 1.1 mengenai data jumlah penduduk dan jenis

kelamin (jiwa) di Kecamatan Concong Indragiri Hilir :

Tabel 1.1

Jumlah KK Penduduk Suku Duanu di Desa Panglima Raja Kecamatan
Concong Tahun 2025

No Rukun Tetangga (RT) Kartu Keluaraga (KK)

1 001 20 KK

2 002 40 KK

3 003 80 KK

4 004 72 KK

5 005 72 KK

6 006 43 KK

7 007 44 KK

8 008 5 KK

9 009 3 KK

10 011 1 KK

Jumlah 380 KK

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Pada tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan persebaran penduduk suku

Duanu di Desa Panglima Raja menunujukkan keseragaman kepadatan

penduduk Suku Duanu di masing-masing RT, dengan beberapa RT memiliki

jumlah KK yang lebih banyak di bandngkan yang lain, yaitu terdapat 10 RT

yang mencakup jumlah KK yang bervariasi RT dengan jumlah KK tertinggi
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adalah RT 003 dengan 80 KK dan RT dengan jumlah KK terendah adalah RT

011 dengan 1 KK.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk

memperkuat dan memberdayakan desa dalam dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini mengatur berbagai

aspek termasuk kewenangan desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, serta

pengelolaan keuangan dan aset desa. Selain itu, undang-undang ini

memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat dan mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, Mengatur tentang

pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), mengenai

perlindungan hak-hak warga negara, memenuhi kebutuhan dasar, dan

meningkatkan kemandirian KAT. Pemberdayaan dilakukan dalam berbagai

bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan, kriteria KAT

mencakup keterbatasan akses pelayanan sosial dan kehidupan yang

bergantung pada sumber daya alam, pelaksanaan pemberdayaan melibatkan

pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi yang terstruktur.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09

Tahun 2012 mengenai pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yaitu

Komunitas Adat Terpencil merupakan sekumpulan masyarakat sosial budaya

yang bersifat lokal dan belum cukup terlibat dalam suatu hubungan dari

pelayanan, sosial, ekonomi maupun politik. Sebagaimana tertuang dalam
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pasal 4 yaitu terdapat sekelompok orang yang terhubung dengan keselarasan

wilayah, ekonomi, dan kehidupan khalayak ramai serta memiliki kriteria

ketidakcukupan dari akses pelayanan utama, tersembunyi, dan homogen

karena kehidupannya hanya mengandalkan sumber daya alam, bertempat

tinggal diwilayah terpencil dan tertinggal. (Angriyani, 2023)

Dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai kader

pemberdayaan masyarakat, menjelaskan pemberdayaan masyarakat

merupakan startegi didalam sebuah pembangunan yang mempunyai sasaran

dalam mengembangkan keahlian serta kemadirian masyarakat di kehidupan

sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Oleh karena itu, pemberdayaan

masyarakat harus bersifat komprehensif, yang berarti mengikutsertakan

masyarakat untuk menjadi target disuatu program, karena kesuksesan

program tidak hanya bergantung pada pihak yang melaksanakan

pemberdayaan tetapi juga partispasi aktif dari pihak yang diberdayakan.

(Mustanir et al., 2023).

Pemberdayaan secara bahasa adalah “berdaya” atau memperoleh

kekuatan dan kemampuan dari suatu masyarakat, pemberdayaan merupakan

suatu tahapan dari ketidakadilan menjadi keadilan yang berarti “berdaya”

yaitu potensi dalam melaksanakan sebuah hal dan keahlian untuk melakukan

dengan logika, usaha dan tindakan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah

proses menjadikan lingkungan yang memungkinkan suatu kumpulan

masyarakat untuk maju, ini dilaksanakan dengan memajukan,
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membangkitkan dan meningkatkan pemahaman akan kemampuan orang lalu

mencoba menggalinya. (Winarni,1998)

Pemberdayaan adalah proses dimana seseorang atau kelompok

diberi kesempatan untuk memperoleh akses ke sumber daya, mendapatkan

keterampilan yang lebih baik, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi

kehidupan mereka. (Nazarullail et al., 2017), menyatakan bahwa memperoleh

keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

ekonomi termasuk komponen dari pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan

ini, pemberdayaan juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi

ketidakadilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan.

Menurut Prijono, S. Onny dan pranarka, A.M.W (1996)

pemberdayaan merupakan tahap dari pemberdayaan seseorang dalam sebuah

wadah tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka

dalam menetapkan keputusan hidup, pemberdayaan juga dilihat untuk suatu

tahap serta sasaran. Sebagai proses, maksudnya pemberdayaan harus

mengikutsertakan sekumpulan aktivitas yang disusun demi mengkokohkan

suatu komunitas yang rentan dimasyarakat. Kemudian sebagai tujuan, yaitu

pemberdayaan menekankan pada menciptakan perubahan sosial, sehingga

individu atau masyarakat dapat berkontribusi secara efesien untuk memenuhi

kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka. (Zainal, 2017).
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Suku duanu termasuk kategori komunitas adat terpencil karena

mempunyai keterbelakangan kondisi dari segi pendidikan yang masih rendah

serta fasilitas pendidikan yang masih terbatas ,dan masyarakatnya sebagian

kecil hanya berhasil mencapai jenjang SMA/SMK, masih banyak yang

mengalami buta huruf atau putus sekolah, aksesibilitas geografis dikarenakan

wilayahnya sulit di jangkau kemudian transportasi yang kurang memadai

dikarenakan terkait dengan isolasi geografis, dan fasilitas kesehatan yang

kurang diperhatikan membuat masyarakat terbatas untuk mendapat pelayanan

dasar kesehatan, serta kesulitan ekonomi yang menjadi permasalahan bagi

masyarakat suku terpencil yaitu Suku Duanu di Desa Panglima Raja tersebut

maka mereka perlu di berdayakan,dan dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tabel 1.2

Jumlah Sekolah umum menurut tingkat pendidikan di Desa Panglima
Raja Kecamatan Concong Tahun 2025

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Taman Kanak-Kanak (TK) 1

2 Sekolah Dasar (SD) 1

3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) -

4 Sekolah Menengah Atas (SMA) -

Sumber:Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 data jumlah sekolah menurut tingkat

pendidikan di Desa Panglima Raja Tahun 2025 terdapat 1 Taman Kanak-

Kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar (SD) yang menunjukkan bahwa pendidikan

dasar sudah tersedia di desa ini. Namun Sekolah Menengah Pertama (SMP)
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dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum tersedia sehingga siswa yang

ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus pergi ke daerah

lain.

Tabel 1.3

Sarana Transportasi Umum di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong

Desa Jenis Transportasi Keberadaan Angkutan
Umum

Panglima Raja Darat dan Air Tidak Ada

Sumber:Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 sarana transportasi umum di Desa panglima

Raja hanya tersedia jenis transportasi yang bisa di lewati darat dan air namun

di Desa Panglima Raja tidak tersedia angkutan umum.

Tabel 1.4

Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong
Tahun 2025

Jenis Sarana Kesehatan 2025

Rumah Sakit -

Rumah Sakit Bersalin -

Poliklinik/Balai Pengobatan -

Puskesmas Rawat Inap -

Puskesman Tanpa Rawat Inap -

Apotek -

Puskesmas Pembantu 1

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025
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Berdasarkan tabel 1.4 data di atas dapat di simpulkan bahwa di Desa

Panglima Raja sarana kesehatannya masih sangat minim yaitu hanya terdapat

1 Puskesmas Pembantu, sehingga masyarakat menghadapi keterbatasan

dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan harus bepergian

ke wilayah lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih lengkap.

Tabel 1.5

Jumlah Mata Pencaharian Suku Duanu Di Desa Panglima Raja
Kecamatan Concong Tahun 2025

No Mata Pencaharian Jumlah

1 Nelayan 50 %

2 Perkebunan 30 %

3 Pedagang 10%

4 Lain-lain 10%

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja,2025

Berdasarkan data mata pencaharian Suku Duanu tahun 2025 di atas

maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan

sebanyak 50% menunjukkan bahwa perikanan adalah sektor utama dalam

ekonomi masyarakat, dan perkebunan menjadi sektor kedua yang cukup

dominan sebanyak 30%. kemudian pedagangan sebanyak 10% dan Lain-lain

sebanyak 10% yang mencakup berbagai jenis pekerjaan lain di luar tiga sektor

utama tersebut.

Dari data pekerjaan dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa

Panglima Raja Kecamatan Concong yang banyak bekerja sebagai nelayan,

ada beberapa masalah yang bisa muncul seperti :
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a. Kesejahteraan Ekonomi Rendah, karena ketergantungan pada pekerjaan

sebagai Nelayan yang umumnya memiliki pendapatan yang rendah karena

tergantung pada kondisi cuaca dan alat yang digunakan untuk menangkap

ikan, hal ini dapat menyebabkan komunitas tersebut tetap berada pada

lingkaran kemiskinan karena penghasilan yang tidak mencukupi maka dapat

menghambat akses mereka terhadap keperluan dasar seperti makanan,

pakaian serta rumah mereka.

b. Akses pendidikan yang terbatas, karena kemiskinan selalu menghalangi

akses pendidikan yang berkualitas hal ini menyebabkan anak-anak dari KAT

sulit untuk melanjutkan sekolah atau memperoleh pendidikan yang memadai

atau putus sekolah dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mendukung

serta fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai maka dapat

memperburuk siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

c. Masalah kesehatan karena komunitas miskin memiliki keterbatasan ke

layanan kesehatan, dan dapat menyebabkan tingginya angka penyakit yang

sulit ditangani karena melihat kondisi geografis maka sulit untuk para medis

menjangkau wilayah mereka dan kurang kesadaran dalam memahami

kesehatan yang baik untuk tubuh

d. Rendahnya akses teknologi serta informasi maka dapat menghambat

mereka untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan yang baru mengenai

teknik penangkapan ikan yang lebih efisien
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e. Keterisolasian KAT, yang bisa menyebabkan peluang mereka untuk

berkomunikasi dengan masyarakat luar terbatas,sulit mendapatkan bantuan

eksternal atau keterlibatan ekonomi yang lebih luas.

Salah satu Dinas yang membidangi urusan sosial adalah Dinas

Sosial, dalam rangka memberdayakan KAT di Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Sosial memiliki beberapa program yaitu: Penyediaan infrastruktur,

seperti rumah layak huni, perbaikan akses jalan dan transportasi serta

pemberian pendidikan beasiswa khusus anak KAT, pemberian sembako

setiap tahunnya., bimbingan dan sosialisasi pada masyarakat KAT, bantuan

alat pendudukung mata pencaharian masyarakat KAT, pengumpulan

sumbangan dalam daerah serta pengembangan sumber kesejahteraan sosial.

Dari permasalahan diatas mengenai komunitas adat terpencil (suku

duanu) yaitu keterbatasan akses terhadap layanan umum dikarenakan kondisi

geografis, seperti keterbatasan jangkauan aksesibilitas, jumlah sarana fasilitas

kesehatan yang tidak memadai serta minim akses pendidikan dan angka

kemiskinan suku Duanu yang relatif tinggi di sebabkan karena kesulitan

ekonomi membuat masyarakat suku Duanu perlu diberdayakan sebagaimana

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 mengenai

perlindungan hak-hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta

meningkatkan kemandirian KAT (Komunitas Adat Terpencil). Negara

mengamanahi Pemerintah Daerah agar suku terpencil ini diperioritaskan

dalam pemberdayaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan
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aksesibilitas sesuai dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai

kader pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk

mengangkat judul penelitian tentang “Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri

hilir Riau”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan komunitas adat terpencil suku duanu di

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau ?

2. Apa saja kendala-kendala dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya

adalah :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan komunitas adat terpencil suku duanu di

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
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1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu referensi

dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam melatih kemampuan

berfikir ilmiah didalam ilmu pemerintahan

2. Secara Akademik: Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan

kontribusi kepada kepustakaan serta penulis lain yang tertarik dalam bidang

ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri dari enam bab dan sub-

bab ainnya, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori, definisi konsep, variabel

penelitian, hipotesis dan kerangka pemikiran.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan

analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahasa mengenai sejarah singkat tentang lokasi penelitian,

struktur organisasi, aktivitas organisasi seta visi dan misi dari organisasi

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pokok bahasan mengenai deskripsi dan analisis

data serta temuan penelitian

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan serta

saran-saran sebagai bahan masukan dari peneliti.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yaitu mempunyai arti

kekuatan serta keahlian. Di sisi lain, pemberdayaan dapat didefinisikan

sebagai suatu tahapan untuk mengarahkan pada daya atau suatu tahapan

dalam mendapatkan kemampuan, daya atau kekuatan melalui orang yang

berdaya kepada orang yang tidak berdaya (Ambar, 2004). Pada dasarnya,

pemberdayaan adalah serangkaian tindakan untuk sasaran dalam

meningkatkan serta mengoptimalkan keahlian sutau kumpulan terkhusus

masyarakat yang tidak berdaya (Soleh, 2014).

Dari segi konsep pemberdayaan (emperworment) bermula dari kata

“otoritas” atau “berdayaan. Pemberdayaan menunjukkan keahlian orang,

terkhusus masyarakat yang tidak kuat,karena itu mereka harus memiliki

kekuatan didalam (a) melengkapi kepentingan utamanya untuk mempunyai

kebebasan yang berarti bukan saja bebas menyampaikan argumen tetapi juga

bebas dari kekurangan pangan (b) mengakses sumber daya yang efesien serta

memungkinakan mereka menghasilkan lebih banyak uang dan membeli

barang serta jasa-jasa yang diperlukan (c) terlibat di proses pertumbuhan juga

menetapkan kebijakan yang memberikan dampak padanya. (Supriatna et al.,

2022).
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Pemberdayaan adalah tahapan dalam membangun potensi seseorang

bisa juga suatu kelompok untuk mengakses sumber daya, membuat keputusan,

dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, pemberdayaan sebagai

upaya untuk menciptakan kemandirian melalui pendidikan dan

pengembangan komunitas, yang memungkinkan masyarakat dalam

memberantas konflik serta mengembangkan mutu hidup mereka (Nazarullail

et al., 2017)

Pemberdayaan dapat dimaksudkan sebagai sebuah tahapan yang

mengarah ke berdaya atau memberikan kekuatan serta potensi dari komunitas

yang kuat kepada komunitas yang tidak kuat (Ambar, 2004). Selanjutnya,

pemberdayaan merupakan kumpulan tahapan mendalam secara keseluruhan

dengan mendorong serta membimbing serta kumpulan masyarakat yang harus

diberdayakan dengan mengembangkan keahlian, pelatihan dan peluang untuk

memperoleh akses sitem kesistem sumber daya dalam meningkatkan

kemakmuran masyarakat. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto 2007).

Menurut Hulme dan Turner (2024) mendefinisikan pemberdayaan

adalah dapat menciptakan terjadinya transformasi sosial yang bisa

memungkinkan masyarakat pinggiran yang tidak memilki kemampuan dapat

berpengaruh tinggi dalam politik daerah ataupun negara, pemberdayaan dapat

memberikan keahlian dalam memperoleh kemampuan,kreatifitas,dan

kekuatan untuk membawa perubahan sosial ke masyarakat tertinggal.

(Isyanto, 2017).
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Slamet (2003) berpendapat pada dasarnya pemberdayaan yaitu

bagaimana menciptakan komunitas yang sadar,sanggup dan termotivasi untuk

menggali potensinya dengan bisa menetapkan pilihan, mampu menerima

risiko, bisa mendapatkan informasi dan sanggup melakukan dengan

gagasannya. (Mamonto et al., 2017).

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam suatu

lingkup kehidupan untuk berkembang, sebuah komunitas dapat didefinisikan

suatu wadah kumpulan masyarakat atau suatu area domisili yang sama,

seperti suatu rukun tetangga, perumahan di kota, atau sebuah perkampungan,

masyarakat adalah suatu keperluan bersama yang merujuk pada identitas atau

kebudayaan. (Muhammad, 2023)

Suparjan dan Hempri Suyanto (2003) mendefinisikan

pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang tidak dapat diukur secara

matematis, terutama berlaku ketika ada batasan waktu dan sumber daya,

keberhasilan pemberdayaan masyarakat tergantung pada kesadaran

masyarakat itu sendiri, dengan kesadaran masyakarakat diharapkan

pemberdayaan menjadi kemitrraan dan menghilangkan solidaritas komunal

yang tidak nyata, dengan mempertimbangkan berbagai interpretasi diatas,

jadi bisa ditarik kesimpulan kalau pemberdayaan masyarakat merupakan

sebuah tahapan memnadirikan masyarakat serta keahliannya, kepada

masyarakat secara bertahap untuk mengembangkan potensi juga kemakmuran

mereka. (Humaira, 2022).
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Tujuan utama dari pemberdayaan menurut Edi Suharto (2009) yaitu

untuk mengembangkan kekuasaan suatu komunitas, dalam kelompok yang

rentan karena faktor internal maupun eksternal. Sedangkan menurut

Mardikanto (2015) tujuan pemberdayaan mencakup berbagai upaya

perbaikan, seperti pendidikan membutuhkan keinginan dalam proses belajar

seumur hidupnya agar pendidikan meningkat, peningkatan keterjangkauan

karena apabila pendidikan meningkat maka masyarakat menjadi lebih terbuka

untuk inovasi baru, berikutnya ada perbaikan tindakan, pendidikan dan

aksesibilitas yang lebih baik akan meningkatkan tindakan masyarakat akan

jauh menjadi maju, penyempurnaan kelembagaan karena usaha yang

dihasilkan dari perbaikan pendidikan, aksesibilitas dan kelembagaan dan

perbaikan pendapatan yang dihasilkan dari perbaikan usaha. (Yopa, 2017).

Empat prinsip pemberdayaan menurut Sri Najiati, Agus Asmana. I

Nyoman N. Suryadiputra. (a) prinsip keseimbangan, prinsip utama wajib ada

yaitu masyarakat dan instansi dapat merealisasikan agenda pemberdayaan

masyarakat harus mempunyai posisi sama atau sejajar. Meningkatkan

struktur untuk menymbangkan wawasan, pelajaran, dan kepakaran masing-

masing yang dikenal sebagai dinamika yang dibangun, proses saling belajar

terjadi ketika setiap orang mengakui kekuatan serta kekurangan setiap

orangnya. (b) prinsip partisipasi, program pemberdayaan sangat berpotensi

meningkatkan kecakapan masyarakat harus disusun, diimplementasikan,juga

diawasi oleh masyarakat. Untuk meraih level ini membutuhkan tahapan

pendampingan juga menyertakan delapan pendamping yang begitu
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berdedikasi untuk pemberdayaan masyarakat. (c) prinsip keswadayaan dan

kemandirian, yang berarti mengapresiasi keahlian masyarakat daripada

mencari dukungan dari orang lain, (d) prinsip berkelanjutan, yang memang

dasarnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri,

program pemberdayaan harus disusun untuk terus-menerus. Namun, secara

bertahap dan pasti. (Nabilla & Hamid, 2022).

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk

mewujudkan pemberdayaan masyarakat menurut Adisasmito (2014), seperti

memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat, meningkatkan kemampuan

masyarakat, membangun sistem perlindungan sosial, menurunkan struktur

masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk bergerak,dan mengembangkan

potensi serta kemampuan masyarakat. (Isyanto, 2017).

Tahapan-tahapan dalam pemberdayaan menurut mardikanto (2017)

yaitu. Pertama, pemberdayaan dimulai dengan menciptakan harapan suatu

orang untuk mengintropeksi dirinya. Tanpa keinginan ini, setiap upaya

pemberdayaan masyarakat dilaksanakann tidak akan mendapatkan perhatian

masyarakat atau keterlibatan Kedua, menciptakan kecendrungan atau

keberanian untuk menghindari diri dari kesenagan, atau halangan yang

membuat keputusan untuk menggunakan pemberdayaan untuk mencapai

perbaikan. Ketiga, mengembangkan keinginan untuk berpartisipasi atau

keinginan pemberdayaan yang membantu atau memperbaiki situasi. Keempat,

penyempurnaan tugas dan dukungan dalam beraktivitas pemberdayaan yang

lebih maju. Kelima, penyempurnaan tugas dalam aktivitas pemberdayaan
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menunjukkan peningkatan keinginan dalam melaksanakan peralihan. Keenam,

peningkatan efektivitas dan efesiensi kegiatan pemberdayaan. Ketujuh,

mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan peralihan dengan

aktivitas pemberdayaan yang terkini. (Maulidya, 2020).

Adi (2013) menjelaskan beberapa tahap-tahap pemberdayaan

masyarakat, yakni :

a. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini melibatkan mempersiapkan topik pemberdayaan

masyarakat, Adi (2013) menjelaskan jenis-jenis persiapan dalam

pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Persiapan petugas, dimana petugas bertindak selaku penggerak masyarakat

dari luar yang bisa disebut dengan community woker. Penyiapan petugas

dibutuhkan dalam sebuah kelompok dan grup sebagai pelaku perubahan

tentang metode apa yang akan ditetapkan untuk melaksanakan pemberdayaan

masyarakat untuk memerlukan persiapan petugas.

2. Persiapan lapangan, petugas (community woker) akan menyiapkan area

serta kawasan pemberdayaan pertama-tama dengan menggunakan studi

kelayakan daerah yang ditargetkan dan dikerjakan secara informal maupun

formal. Proses tersebut melibatkan proses pendekatan dan komunikasi awal

antara petugas kepada masyarakat sasaran. Komunikasi awal ini harus

dipertahankan agar community woker sebagai pelaku perubahan lebih dekat
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dengan masyarakat sasaran. Dalam proses pemberdayaan masyarakat fase ini

disebut fase keterlibatan.

3. Tahap Perencanaan Alrnatif Program

Pada tahap ini, perencanaan alternatif program merupakan bagian

penting dalam proses perencanaan yang bertujuan untuk merumuskan

berbagai kemungkinan solusi atas masalah yang telah diidentifikasikan

sebelumnya. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai alternatif

program yang mungkin dapat dilaksanakan dengan melakukan observasi oleh

pihak pemberdayaan ke wilayah masyarakat yang diberdayakan dengan

menilai kelayakan terhadap setiap alternatif dengan mempertimbangkan

aspek sumber daya yang tersedia, tahap ini penting agar program yang

direncanakan benar-banar relevan dan dapat diterima serta berdaya guna bagi

masyarakat sasaran.

b. Tahap Assessment

Proses Assessment merupakan tahapan menemukan konflik dan

kepentingan. Kebutuhan ini bersifat kepentingan yang dapat dirasakan

kebutuhan yang diekspresikan dan aset yang dimilki masyarakat. Pada proses

Assessment juga bisa dipakai menggunakan teknik SWOT untuk membantu

individu, tim atau organisasi memahami posisi dan menganalisis kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman namun dalam penelitian ini lebih

menggunakan cara dengan melibatkan semua anggota tim harus ikut secara

aktif agar mereka bisa memahami semua masalah yang dibahas sepenuhnya
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masalah yang berbeda dari sudut pandangnya. Terkadang suatu masyarakat

tidak menganggap suatu hal merupakan masalah atau kepentingan yang bisa

mempengaruhi. Namun, komunitas yang terbangun menganggap bahwa

situasi saat ini harus dibenahi.

c. Tahap Pelaksanaan (Implementasi)

Tahap pelaksanaan atau implementasi dalam pemberdayaan

merupakan fase penting di mana rencana pemberdayaan mulai diwujudkan

melalui tindakan nyata di lapangan. Tahap ini diawali dengan persiapan yang

mencakup penyiapan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun sarana-

prasarana, serta pelatihan bagi pendamping atau fasilitator. Setelah itu,

program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar mereka memiliki rasa memiliki

terhadap program tersebut. Pelaksanaan ini biasanya mencakup berbagai

kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembentukan atau penguatan

kelembagaan lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber

daya dan peluang ekonomi. Selama implementasi, dilakukan pendampingan

dan pembangunan oleh fasilitator untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai

tujuan serta untuk membantu masyarakat menghadapi kendala yang muncul.

Selain itu, Keseluruhan tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk menumbuhkan

kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
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d. Tahap Evaluasi

Masyarakat harus terlibat dalam evaluasi, yang merupakan proses

dimana warga dan petugas mengawasi perkembangan komunitas, dengan

keikutserataan komunitas pada proses tersebut diperlukan untuk terciptanya

sebuah jaringan utuk sebuah komunitas yang dapat melaksanakan

pengawasan intern,, pada akhirnya dengan menggunakan sumber daya yang

diharapkan akan terbentuk suatu struktur masyarakat yang lebih independen,

mereka yang melakukan penyesuaian dapat disadarii bahwasannya tolak ukur

(banchmark) masyarakat dapat berubah sejalan bersamaan kepentingan yang

telah terealisasikan, proses pemantauan serta pengawasan, dan hasil

semuanya dapat dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan community woker

bersama masyarakat bukan hanya mengevaluasi hasilnya, dan juga

dilaksanakan untuk mengevaluasi tahap campur tangan yang sudah

dikerjakan. (Suwito & Yusuf, 2020)

2.2 Kebijakan Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan yang digunakan pemerintah pada masa ini

terlihat tidak dapat mencapai kepentingan masyarakat akan keadilan,

kesetaraan, dan keberpihakan sehingga tidak dapat mengurangi jumlah orang

masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sebagai

acuan peningkatan seperti warga menjadi dasar bagi upaya pemerataan untuk

memperbaiki pembangunan kepada kepentingan masyarakat, berdasarkan

situasi tersebut pemerintah sudah meluncurkan sejumlah kebijakan yaitu :
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1. Kebijakan Pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat di GBHN

Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menetapkan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam

GBHN Tahun 1999, terkhusus “Arah kebijakan pengembangan daerah”

disebutkan dalam “meningkatkan otoda yang luas, nyata serta bertanggung

jawab untuk memberdayakan komunitas, ekonomi, politik, hukum,

keagamaan, adat, dan lembaga swadaya lainnya”.

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, “hal-hal

yang didasari oleh Undang-Undang ini adalah mengembangkan serta

diberdayakannya komunitas atau masyarakat, memajukan inisiatif dan aksi

serta membina tugas komunitas”

3. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2000, Tugas pemberdayaan masyarakat

seperti yang dilakukan oleh program pembangunan nasional tahun 2000-2004

dan program pembangunan daerah, adalah mengembangkan potensi

masyarakat melewati pemantapan lemabga serta struktur warga daerah

pemeliharaan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, serta memajukan

keswadayaan komunitast secara keseluruhan dalam membantu politik

komunitas.

4. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pemberdayaan masyarakat,

Badan Pemberdayaan menetapkan visi dan misi kebijakan, yaitu :

a. Visi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat

pemberdayaan melalui mengembangkan kemandirian
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b. Misi pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat menggali

potensi diri dan lingkungannya sendiri secara mandiri. (Noor, 2011)

2.3 Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang yang terikat oleh

kesatuan geografis, otonomi, kesejahteraan sosial, serta kemiskinan yang

rentan ekonomi, komunitas adat terpencil biasanya memiliki ciri-ciri

terteutup atau homogen, tidak memiliki akses ke layanan sosial dasar, dan

hidup kelompok tersebut mengandalkan pada sumber daya alam, mereka juga

marijinal dalam sebuah wilayah perbatasan dan pedesaan. Komunitas adat

terpencil memiliki banyak keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya, untuk bertahan hidup mereka masih menggunakan alat tradisional

unutk berburu mencari ikan serta KAT masih berpegang teguh dengan adat

istiadat mereka sendiri. (Andriyus et al., 2021)

2.4 Suku Duanu

Istilah “Duanu” dapat diartikan sebagai pabean yang berasal dari

bahasa Belanda “Duane”. Penduduk ras proto melayu yang tinggal diatas

perahu ini telah terbiasa menggunakan istilah “Duane” saat orang Belanda

memungut pajak kepada mereka. Pada walnya, suku Duanu dikenal sebagai

suku laut atau suku nelayan. Suku Duanu juga disebut sebagai komunitas atau

kelompok individu yang hidup daerah pesisir laut yang bersumber sebagai

nelayan adalah sebagian komunitas yang terpinggirkan dan mempunyai

komunikasi sosial yang rendah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan serta



26

kesehatan. Kelompok tersebut bergantung pada pemanfaatan sumber daya

laut untuk menjalni kehidupan mereka. Masyarakat suku Duanu tidak lagi

mengembara dilautan atau tinggal dirumah perahu, melalui program

Pemerintah pada tahun 1970-an suku Duanu telah bermukin di desa-desa

pantai Indragiri hilir salah satunya Desa Concong. Rumah perahu yang

pernah digunakan suku Duanu sebagai tempat tinggal sekarang tidak ada lagi

(Basir & Yasir, 2017)

Ciri-ciri fisik suku Duanu yaitu secara keseluruhan tingginya 155

cm, bentuk bentuk badan atlentis, bidang dada tegap dengan dimensi tulang

pinggul hingga kaki, tulang rahang lebar, raut wajah bersegi-segi, warna kulit

hitam dan warna rambut hitam dan kuning, rambut bergelombang keriting

berwarna hitam dan kuning, temperamen atau pemarah, cepat tersinggung

serta bisa menyesuaikan diri. (Hasanah, 2016)

2.5 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan

Al-qur’an adalah kitab yang memiliki semua yang diperlukan untuk

kehidupan orang banyak yang meliputi seluruh elemen. Namun, kadang-

kadang sekedar dalam wujud contoh. Islam menyelaraskan keterkaitan antara

manusia dengan Allah (hablun minallah) dan satu sama lain (hablun min an-

nas). Allah menciptakan manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga

keberadaan di Bumi, seperti disebutkan disebuah surah Al-Baqarah ayat 30 :

يَفة لِ فَ لِ رْ ف اأر ِلي لٌ لِ ا فَ ي ِّل ِل ةل فَ ِل فَ فَ رِ لِ فَ ّب فْ فَ ا َف رْ ِل فَ
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Artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat

“ Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”

Ayat ini menerangkan, bahwa Allah memberikan pemimpin kepada

individu, kepemimpinan ini berarti menjaga, merancang, dan membenahi

semua kegiatan makhluk, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih terarah.

salah satu penjelasan Al-Qur’an yang paling utama mengenai pemberdayaan

komunitas dalam mengembangkan potensi kelayakan manusia.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur’an, kata-kata

seperti pergantian,perluasan, peningkatan dan seluruh cahaya ditemukan

dalam Al-Qur’an dalam berbagai masalah. Pemberdayaan masyarakat dalam

islam bukan sesuatu yang baru, hal tersebut sudah digunakan oleh Rasulullah

SAW dimasa lalu saat dia memerintahkan peminatnya untuk menunjukkan

kesimpatian pada seluruh makhluk, terutama kepada mereka yang kurang

mampu. (Angriyani,2023)

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sejumlah penelitian

terdahlu dengan pembahasan yang akan diteliti :
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tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Eka Nurwah
Yulianingsih,
Soni Akhmad
Nullhaqim,
Hadiyanto A.
Rachmim

(2022)

Pemberdayaan
Komunitas
Adat Terpencil
Suku Anak
Dalam Melalui
Program
Pendidikan

Program pendidikan terdiri
dari berbagai kegiatan,
termasuk pengembangan
sarana dan prasarana,
penyaluran, dan
pengembangan program
pendidikan formal maunpun
non-informal. Terdapat
program khusus untuk anak-
anak KAT

Variabel
Penelitian

Perbedaan
terletak pada
fokus
pemberdayaan
yang mana
penulis
membahas
secara umum
sedangkan
penelitian ini
hanya
berfokus
membahas
pendidikan.

2 Mayliza dan
Adianto

(2019)

Strategi
Pemberdayaan
Komunitas
Adat Terpencil
(KAT) Suku
Bonai

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa
meskipun program
pemberdayaan sudah di
laksanakan namun tidak
berjalan dengan baik dan
tidak mencapai sasaran.
Salah satu contohnya adalah
tujuan program yang tidak
tercapai, pemberdayaan
yang tidak memadai,
penggunaan informasi yang
tidak memadai, dan
kekurangan tenaga manusia.

Variabel
Penelitian

Perbedaan
terletak pada
objek suku
yang diteliti
dan lokasi
penelitian

3 Andriyus,
Ranggi Ade
Febrian,

Handrisal, Dita
Fisdian Adni

(2021)

Pemberdayaan
Komunitas
Adat Terpencil
(KAT) Oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa
konflik dari masyarakat
komunitas adat terpencil
tidak lain sama seperti
permasalahan suku-suku
terpencil yang ada di
Indoneisa seperti
terbatasnya akses pelayanan
utamanya, hidup dibawah
garis kemiskinan dan

Variabel
penelitian

Lokasi
penelitian
yang berbeda.
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kebanyakkan masyarakatnya
mempunyai tingkat
pendidikan yang rendah
dikarenakan akses
pendidikan yang minim.

Sember: Data Olahan Tahun 2025

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan untuk masalah penelitian yang

akan digunakan sebagai dasar penelitian. Batasan untuk konsep diatas adalah

sebagai berikut :

1. Pemberdayaan merupakan suatu kesejahteraan dari situasi yang kurang

berdaya menjadi berdaya dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang

lebih maju.

2. Komunitas Adat Terpencil adalah sekelompok warga yang terisolasi secara

wilayah, sosial dan ekonomi.

3. Suku Duanu merupakan kelompok etnis yang hidup berpindah-pindah dan

umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan memiliki budaya yang

erat dengan kehidupan laut.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan sebuah alur untuk memudahkan

pengukuran melakukan penelitian. (Purwanto, 2007: 93).

Berikut konsep operasional dan indikator penelitian yang digunakan

oleh peneliti.
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Tabel 2.2

Konsep Operasional

Konsep Indikator Sub Indikator

Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil Suku Duanu di
Kecamatan Concong
Kabupaten Indragiri hilir
Riau

1. Tahap Persiapan dan
Perencanaan

1. Observasi

2. Community Woker

2.Tahap Assesment 1. Partisipasi

2. Sosialisasi

3. Tahap Implementasi 1. Pendampingan

2. Pembangunan

4. Tahap Evaluasi 1. Pengawasan

2. Monitoring

Sumber:Teori tahap-tahap pemberdayaan oleh Adi ,2013

2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran terkait Model Pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir

Riau menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan dari Adi (2013) :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku

Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten

Indragiri hilir Riau

Tahap-Tahap Pemberdayaan Menurut Adi (2013)

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

2. Tahap Assesment

3. Tahap Implementasi

4. Tahap Evaluasi

Untuk memberdayakan masyarakat agar mampu

mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat komunitas adat terpencil di

Kecamatan Concong Indragiri Hilir Riau

Sumber: Teori tahap-tahap pemberdayaan oleh Adi ,2013
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode di penelitan ini adalah metode kualitatif. Menurut Maleong

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk

mendapatkan pemahaman mengenai kejadian yang dirasakan oleh subjek

penelitian. Misalnya, tindakan, sikap, dan sebagainya yang dapat dijelaskan

dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks ilmiah, atau dengan menggunakan

beragam metode alamiah (Moleong, 2016)

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang deskriptif dengan

fokus analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan arti perspektif subjek

menjadi lebih penting. Tujuan dari menggunakan landasan teori sebagai

pedoman adalah untuk memastikan bahwa fokus penelitian disesuaikan

dengan kondisi lapangan yang sedang terjadi. Selain itu, landasan teori sangat

penting untuk menyediakan dasar penelitian yang lengkap sera membahas

temuan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panglima Raja Kecamatan

Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Berdasarkan fenomena yang ada

dan terjadi untuk sebuah penelitian maka, penulis menetapkan lokasi tersebut

sebagai tempat yang sesuai dengan fenomena yang penulis dapat teliti
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nantinya, dari lokasi penelitian akan diperoleh narasumber yang dapat

menjelaskan terkait permasalahan tersebut, pelaksanaan penelitian

berlangsung sepanjang 4 bulan pada bulan Januari hingga bulan April Tahun

setelah pelaksanaan ujian Proposal.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua informasi

yang berkaitan dengan tujuan yang akan diteliti, juga jenis data yang

digunakan meliput data primer dan data sekunder. Jenis data yang digubakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data atau informasi yang diterima secara langsung dari pengamat

penelitian tentang masalah yang diteliti atau diperoleh dari kegiatan peneliti

saat berada di lokasi penelitian. Kegiatan ini termasuk melakukan wawancara

serta mengumpulkan data dasar melalui observasi, tanya jawab dan juga

dokumentasi.

2. Data Sekunder

Beberapa data primer yang diterima dari sebuah lembaga yang

berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder berupa hasil dokumentasi,

sumber dari media massa dan buku-buku, internet dan referensi lainnya yang

dapat dijadikan sebagai pendukung yang dapat menjelaskan serta informasi

yang diperoleh oleh informan.
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3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi

tentang permasalahan yang berkaitan pada judul penelitian. Proses

penggunaan informan dalam hal ini dimulai dengan melakukan wawancara

langsung, teknik yang digunakan adalah purposive sampling, karena

pengumpulan data dilakukan secara real time dan melibatkan diskusi tanya

jawab dari sumber yang dianggap dapat diandalkan tentang topik yang

dibahas di lokasi kejadian, peneliti dapat lebih mudah mengumpulkan data

untuk penelitian dengan menggunakan metode ini, yaitu:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No Keterangan Informan

1 Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial

1 Orang

2 Pekerja Sosial Ahli Muda 1 Orang

3 Camat Concong 1 Orang

4 Staf Desa Panglima Raja 2 Orang

5 Masyarakat 3 Orang

Jumlah 8 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikenal sebagai teknik pengumpulan data,

metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bisa membantu
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penelitian, beberapa metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian

ini, antara lain:

1. Observasi

Dalam pandangan Suharsimi observasi merupakan peninjauan yang

konkret pada objek dengan panca indera di lingkungan yang masih

berlangsung atau dalam tahap kajian. Dengan mengikuti peraturan

peninjauan yang ada, tindakan observasi dilaksanakan secara sengaja.

Menurut penjelasan sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa observasi

adalah metode pemungutan data yang dilakukan secara tegas tanpa campur

tangan seseorang lainnya untuk melihat perisriwa yang terjadi serta apa yang

sedang dilakukan, sumber data penelitian ini telah mengetahui apa yang

dilakukan peneliti dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

2. Wawancara

Black dan Champion (1976) berpendapat, wawancara adalah diskusi

dengan komunikasi lisan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi

dari salah satu pijak, wawancara biasanya melibatkan melakukan wawancara

dengan berbagai orang atau organisasi untuk mengumpulkan semua informasi

yang diperlukan untuk menemukan solusi untuk masalah yang muncul.

Namun, ada kemungkinan bahwa data wawancara kurang tepat dengan

harapan peneliti, sebab ada masalah ditutupi oleh narasumber dan mereka

tidak ingin orang lain mengetahui masalah mereka,di Kecamatan Concong

Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti menimbulkan pertanyaan mengenai model
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pemberdayaan masyarakat suku tertinggal dalam mendorong dan

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Suku Duanu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan memo mengenai fenomena tertentu, ini

dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni seseorang yang bisa diabadikan

nya. Dokumentasi digunakan untuk penelitian metode ini digunakan untuk

memperoleh informasi terkait sebagai bukti nyata yang dapat dilihat oleh

orang lain terkait model pemberdayaan masyarakat suku tertinggal yaitu

Suku Duanu.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara menukar data menjadi informasi

hingga karakteristiknya dapat dimengerti serta memudahkan menyelesaikan

masalah, pada dasarnya adalah masalah penelitian. Analisis data juga dapat

definisikan untuk proses mengubah data yang didapatkan dari penelitian

menjadi informasi yang bisa dipergunakan dalam membuat kesimpulan

bahwa analisis data adalah metode yang digunakan untuk membantu

menyelesaikan masalah penelitian, membuat keputusan, dan membuat

kesimpulan. 4 analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian sebagai

berikut :
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1. Pengumpulan data

Analisis dilakukan sesudah observasi juga wawancara serta

dokumentasi yang kurang trapi ditemukan, lalu bisa dipakai dalam membuat

dataagar lebih tersusun.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pemudahan serta pemilihan untuk

pemurnian dari sebuah data mentah untuk membuat gambaran yang lebih

detail. Selain tu, saat merangkumdapat mereduksikan atau membuat memo-

memo.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa gambaran juga tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan ini benar,

peneliti memeriksa kesimpulan gagasan yang diterima dan membandingkan

dengan sebuah teori tertentu.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Concong Luar

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Concong luar adalah salah satu kelurahan yang berada

di Kecamatan Concong. Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh

Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong memiliki luas 40.12 km2.

Adapun batas-batas Kelurahan Concong Luar adalah sebagai

berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri

2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Concong

3. Sebelah Barat dengan Desa Laut Berhala

4. Sebelah Timur dengan Desa Kampung Baru

Wilayah Kelurahan Concong Luar terletak di Ketinggian 1 s/d 4

meter di atas permukaan laut. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari

tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa
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4.1.2 Demografis

Menurut data yang di kumpulkan oleh Pemerintahan Kelurahan

Concong Luar, total populasi kelurahan adalah 3.342 orang, terdiri dari 723

KK, dan populasi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penduduk Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong Luar
Kabupaten Indragiri Hilit Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase

1 Laki-laki 1.709 51,13

2 Perempuan 1.633 48,86

Jumlah 3.342 100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3.342 penduduk

Kelurahan Concong Luar Lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

4.2 Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.2.1 kehidupan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Concong Luar bergantung pada nelayan, buruh

nelayan,pegawai negeri, dan pedagang untuk memenuhu kebutuhan mereka

sehari-hari mereka. Tabel berikut menunjukkan mata pencaharian penduduk

Concong Luar.
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Tabel 4.2

Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Concong Luar
Kecamatan Concong

No Jenis Pencaharian Jumlah

1 Nelayan 798

2 Buruh 465

3 Pedagang 237

4 PNS 198

5 Honorer 139

6 Karyawan 250

7 Belum Kerja 609

8 Ibu Rumah Tangga 646

Jumlah 3.342

Berdasarkan tabel di atas, mayortitas penduduk Kelurahan Concong

Luar bekerja sebagai Nelayan dengan 798 orang dan yang paling sedikit yaitu

Honorer dengan jumlah 139 orang.

4.2.2 Sosial Budaya

Concong Luar merupakan kecamatan dari Desa Panglima Raja

yang memiki berbagai suku dan budaya. Orang-orang laut atau suku duanu

adalah suku asli di Concong Luar, tetapi suku melayu yang paling dominan.

Bukan hanya itu, disana juga mempunyai bermacam suku seperti suku jawa,

bugis, dan bahkan cina tinggal disana. Karena suku melayu lebih dominan

maka penduduknya menggunakan bahasa melayu untuk berinteraksi satu
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sama lain dan memiliki kekerabatan yang erat meskipun terdiri dari berbagai

suku.

4.3 Agama, Pendidikan, dan Adat Istiadat

4.3.1 Keagamaan

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama yang ada di Kelurahan Concong Luar

No Jenis Agama Jumlah Orang

1 Islam 2.761

2 Khatolik 4

3 Hindu 0

4 Kristen 11

5 Budhha 566

Jumlah 3.342

Menurut tabel di atas, mayoritas penduduk Kelurahan Concong

Luar adalah Muslim/Islam (2.761 jiwa), dengan 4 khatolik, tidak ada Hindu,

11 Kristen, dan 566 Budhha. Tempat ibadah sangat penting untuk mengikuti

perintah agama dari Tuhan masing-masing. Selain itu, tempat ibadah juga

berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan pembangunan dan

menyuluhkan pembangunan pada masyarakat.
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4.3.2 Pendidikan

Selain ditengah perkembangan saat ini menuju industrialisasi dan

globalisasi, jumlah sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di

Kelurahan Concong Luar dapat di lihat di bawah ini :

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Concong Luar

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah

1 TK/ Paud 1

2 SD/ Sederajat 4

3 SMP/ Sederajat 1

4 SMA/ Sederajat 1

Jumlah 7

Berdasarkan tabel di atas, fasilitas pendidikan di Kelurahan

Concong Luar sudah lengkap, ada 4 SD (Sekolah Dasar). 1 TK (Taman

Kanak-kanak). 1 SMP ( Sekolah Menengah Pertama), dan 1 SMA (Sekolah

Menengah ATAS), dengan demikian, sarana pendidikan di Kelurahan ini

dapat di anggap lengkap.

4.3.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat tidak dapat terlepas dari kebudayaan masyarakar

karena adat istiadat adalah kebudayaan yang sering atau biasa dilakukan

dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat merupakan konsep dari
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kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim di

lakukan di wilayah tertentu. Ada juga adat istiadat di Kelurahan Concong

Luar, seperti :

1. Khatam Qur’an

Anak-anak khatam Qur’an 30 Juz dan diadakan secara meriah dengan

mengundang masyarakat kelurahan Concong Luar. Sebelum malam khatam

Qur’an, biasanya ada pawai keliling kelurahan bersama tman-teman

sepengajian dan di dampingi oleh guru ngaji, khatam Qur’an biasanya di

laksanakan di Surau.

2. Upacara Berinai (Cecah Inai)

Merupakan salah satu adat istiadat perkawinan di Kelurahan

Concong Luar adalah upacara berinai, yang juga dikenal sebagai acara cecah

inai oleh penduduk setempat, kedua mempelai pengantin di pecahkan oleh

orang tua dan keluarga pengantin. Salah satu tujuan dari acara cecah inai ini

adalah untuk mencegah bencana, melindungi diri dari hal-hal tidak baik, dan

meningkatkan martabat dari seri tuah

4.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

4.4.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial

Kesejahteraan merupakan sebuah pola kehidupan dan penghidupan

sosial, materil ataupun spritual yang diikuti dengan rasa keselamatan,

kesosialan, atau kedamaian lahir maupun batin, yang memungkinkan bagi
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setiap warga negara untuk mengelola usaha dalam memenuhi kebutuhan

jasmani,rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta

masyarakat dengan memprioritaskan hak asasi serta kewenangan rakyat

sesuai dengan pancasila. Krisis yang terjadi di bermacam bidang kehidupan

modern terutama krisis ekonomi, telah menimbulkan berbagai dampak pada

berbagai masalah kesejahteraan, dengan peningkatan jumlah dan kualitas

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan berfungsi

sebagai pelayanan masyarakat bagi warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Organisasi ini dibentuk oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013,

menurut Peraturan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir tahun 2016, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk

menyediakan bantuan sosial, bimbingan sosial dan kepahlawanan serta

memperomosikan kesetiakawanan sosial.

4.4.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial

4.4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mendukung Visi Kabupaten Indragiri Hilir, Perangkat

Daerah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Visi untuk

pelayanan dan pengelolaan bidang kesejahteraan sosial. Visi tersebut adalah

sebagai berikut: "Terwujudnya Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

sebagai Pelaksana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang

berdasarkan Kesadaran, Kesetiakawanan, Tanggungjawab, dan Partisipasi
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Sosial pada Tahun 2025". Pembangunan bidang kesejahteraan sosial

berdasarkan kesadaran, kesetiakawan sosial, tanggung jawab, dan partisipasi

sosial adalah proses yang direncanakan dan terarah dalam merumuskan

pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara optimalisasi,

manfaat, dan kepentingan masyarat serta melibatkan peran dan aktif

masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang tercermin dalam

harmonisasi usaha Kesejahteraan Sosial.

4.4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Misi adalah tanggung jawab yang harus dipikul karena visi tersebut

adalah obsesi. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten

Indragiri Hilir menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan martabat, harkat, dan kualitas hidup PMKS melalui program

pemberdayaan sosial;

2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; dan

3. Meningkatkan kesadaran tentang harmoni keluarga dan masyarakat

melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, dan

kerjasama program bidang sosial.

5. Meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan

dan jaminan sosial.
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6. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui panti.

4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010

membentuk Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut undang-undang

daerah, Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penunjang di

bidang ini dan berada di bawah tanggung jawab Bupati Indragiri Hilir melalui

Sekretariat daerah. Di bawah tanggung jawab pokok Dinas Sosial Kabupaten

Indragiri Hilir adalah "Melaksanakan tanggung jawab pimpinan kegiatan

Dinas Sosial, baik administrasi maupun operasional sesuai tugas pokok dan

kewenangannya". Di bawah ini adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas

Sosial Kabupaten Indragiri Hilir:

a. Pengelolaan staf, perlengkapan, dan peralatan.

b. Perumusan, perencanaan, dan bimbingan teknis dan bidang dinas sosial.

c. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, rencana, dan program

pembangunan dinas sosial.

d. Penyusunan program dan evaluasi pengelola data dan informasi.

e. Pendataan dan penyebarluasan informasi.

f. Pelaksanaan pengelola perizinan yang berkaitan dengan kegiatan sosial

kemasyarakatan sesuai dengan peraturan peraturan.

g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan, dan pelayanan.
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h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

i. Memupuk prinsip kepahlawanan, kejuangan, dan kepahlawanan, serta

administrasi umum ketatausahaan, keuangan, staf, perlengkapan, dan

peralatan.

Adapun tugas utama dinas sosial adalah sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan

pemerintahan lokal di bidang sosial. Mereka juga dapat melaksanakan

beberapa wewenang yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas tugas dan fungsi berikut:

a. Pembuatan kebijakan teknis bidang sosial untuk Bantuan dan Jaminan

Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial

untuk Bantuan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Kelembagaan

dan Penyuluhan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial untuk Bantuan dan

Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Kelembaga

d. Pelatihan administrasi dan aparatur di Dinas Sosial;
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e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

fungsi dan tanggung jawabnya

B. Sekretaris

1) Sekretaris bertanggung jawab atas sebagian tugas Kepala Dinas dalam

lingkup kesekretariatan.

2) Sekretaris melaksanakan tugas dan menyelenggarkan fungsi berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup

kesekretariatan;

b. Pengorganisasian penyusunan program dan kegiatan dinas;

c. Pengorganisasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

e. Mengawasi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan;

f. Mengawasi penyusunan laporan yang mencakup laporan kegiatan

kesekretariatan;

g. Mengawasi penyusunan laporan yang mencakup laporan kinerja,

akuntabilitas, dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tanggung jawab dan fungsinya.
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C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ditugaskan untuk

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup administrasi umum

dan kepegawaian.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok

dan menyelenggarakan fungsi berikut:

a. Penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah

tanggung jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan untuk anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

dan

c. Pengelolaan administrasi umum, yang mencakup ketatausahaan, surat

menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan, dan perjalanan dinas;

d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protokol, dan kehumasan;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, yang mencakup pengelolaan

absensi dan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan administrasi

kepegawaian;

f. Penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan menurut wewenangnya.
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D. Sub Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan

1. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab atas

beberapa tugas Sekretaris yang berkaitan dengan keuangan dan perlengkapan.

2. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas utama dan pengorganisasian fungsi:

a. Penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah

tanggung jawab Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan;

b. Penyiapan materi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran dan

perlengkapan;

c. Manajemen administrasi dan perlengkapan keuangan;

d. Manajemen dan penatausahaan keuangan dan perlengkapan;

e. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan; dan

f. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

E. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertanggung jawab

atas sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup perencanaan dan pengendalian.

2. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan melakukan tugas

utama dan menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyiapan, Penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Menyediakan bahan penyusunan anggaran.

c. Mengelola administrasi kegiatan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi,

dan Pelaporan; d. Mengelola penyusunan program dan kegiatan bidang-

bidang;

e. Mengelola pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

bidang-bidang;

f. Mengelola penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja, akuntabilitas,

dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan

kebutuhan.

F. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

1. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial memiliki wewenang untuk

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup Bantuan dan

Jaminan Sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Bantuan dan

Jaminan Sosial memiliki fungsi berikut:
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan untuk Bidang Bantuan dan

Jaminan Sosial, memberikan layanan kepada korban kekerasan dan orang

terlantar, mengumpulkan dan mengelola dana sosial dan jaminan sosial;

b. Melaksanakan program dan inisiatif pada kegiatan bantuan sosial

c. Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan bantuan dan jaminan

sosial yang mencakup lingkup bantuan sosial, memberikan layanan kepada

orang terlantar dan korban kekerasan, dan mengumpulkan dan mengelola

sumber dana sosial dan jaminan sosial;

d. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

G. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

1. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial bertanggung

jawab atas beberapa tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

dalam lingkup Bantuan Sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas-tugas penting, Subkoordinator Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial memiliki fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk kegiatan Subkoordinator

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Sosial, termasuk koordinasi,

persiapan, dan seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan,

pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga
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tanggap darurat saat bencana terjadi; dan menyusun rekapitulasi kondisi dan

jumlah korban;

b. Penyelengaraan program dan kegiatan, termasuk koordinasi, persiapan,

dan seleksi; dan

c. Pembinaan dan pengawasan Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial;

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang lingkup

pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu mengawasi

pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial;

membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya

bencana; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan sesuai denda.

H. Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga

1. Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga bertanggung jawab atas

beberapa tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial di bawah

tanggung jawab Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga.

2. Untuk melaksanakan tugas utama Sub Koordinator, Sub Koordinator

Jaminan Sosial Keluarga memiliki fungsi berikut:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan untuk Sub Koordinator Seksi

Jaminan Sosial Keluarga, yang mencakup pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi,
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dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah;

konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi

korban tindak kekerasan; dan menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi

korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan korban tindak kekerasan.

b. Melaksanakan program dan kegiatan di bawah Sub Koordinator Seksi

Jaminan Sosial Keluarga, termasuk pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, dan

penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migrant bermasalah; konsultasi,

resosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi orang

terlantar; pelayanan, bantuan sosial, dan pemulangan orang terlantar; dan

menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja

migrant dan pekerja migran.

c. Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan teknis yang berkaitan

dengan pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan

prasarana bagi pekerja migran bermasalah; konsultasi, resosialisasi, fasilitasi,

dan penyediaan sarana dan prasarana bagi korban tindak kekerasan;

menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja

migrant, dan orang terlantar; dan melaksanakan tata kearsipan.

d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada program Pelayanan

Sosial Anak dan Orang Terlantar;

e. Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tanggung jawabnya.
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I. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan renstra dan target

sasaran yang akan dicapai;

b. Menginventarisasi masalah, dan menyiapkan bahan pemecahan masalah

untuk pelaksanaan tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam

terkait pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu dalam

pengawasan pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi

sosial; dan membantu dalang korban bencana alam.

c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan perlindungan sosial

korban bencana alam.

d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan

petunjuk teknis, dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perlindungan sosial

korban bencana alam tentang koordinasi, persiapan, dan seleksi. membantu

mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi

sosial. membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat bencana alam

terjadi.bencana, penanganan korban bencana alam, pengelolaan logistik

korban bencana alam, dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban

e. Menyediakan bahan rapat untuk koordinasi pelaksanaan urusan

perlindungan sosial korban bencana alam, termasuk koordinasi, persiapan,

dan penyeleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan,

rehabilitasi, dan pelayanan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan
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siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi; pemberian santunan akibat

bencana alam; penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat untuk

kesiapsiagaan bencana; dan mitigasi penanganan korban bencana alam.

f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi

pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dalam lingkup

pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu mengawasi

pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial;

membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat terjadinya bencana

alam; pemberian santunan akibat bencana alam; dan penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana.

g. Mengawasi dan mengawasi program perlindungan sosial korban bencana

alam

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang urusan

perlindungan sosial korban bencana alam, seperti koordinasi, persiapan, dan

seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, layanan

rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga tanggap

darurat saat bencana alam terjadi; dan membuat rekapitulasi keadaan dan

jumlah korban.

I. Menjaga catatan surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan

perlindungan sosial korban bencana alam; j. Melaksanakan pembinaan,

pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dalam hal
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koordinasi, persiapan, dan seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan,

jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; dan membantu dan

melaksanakan siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi.

J. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dan Rehabilitas Ssosial

1. Sebagian dari tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Bidang Pelayanan

Sosial dan Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Kepala Bidang Pelayanan

Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan

Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi berikut:

.a. Membuat rencana program dan kegiatan untuk Bidang Pelayanan Sosial

dan Rehabilitasi Sosial untuk anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial,

mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan penyandang cacat;

b. Melaksanakan program dan kegiatan untuk anak dan lanjut usia,

rehabilitasi tuna sosial, mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan rehabilitasi

penyandang cacat.

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk layanan anak dan

lanjut usia, tuna sosial, mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan pelayanan

dan rehabilitasi penyandang cacat;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya; dan
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugasnya

K. Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia

1. Sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

dilaksanakan oleh Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Muda.

2. Untuk melaksanakan tugas utama Pekerja Sosial Ahli Muda, ada fungsi:

a. Membuat rencana program dan kegiatan untuk Sub Koordinator

Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang mencakup pelayanan

rehabilitasi, fasilitasi dan perlindungan sosial anak, penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial lanjut usia;

rekapitulasi, tata kearsipan, dan laporan tentang pelaksanaan program atau

kegiatan;

b. program dan kegiatan terkait Pelayanan Anak dan Lanjut Usia terkait

Pelayanan Rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan

sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan Sosial

Lanjut Usia, Rekapitulasi, Tata kearsipan, dan pelaporan penyelenggaraan

program dan kegiatan;

c. Bahan untuk penyusunan kebijakan teknis terkait Pelayanan Anak dan

Lanjut Usia terkait Pelayanan Rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial

anak, Penyediaan
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d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tanggung jawabnya, Memfasilitasi dan mengawasi pelayanan rehabilitasi

anak dan lanjut usia; fasilitasi dan perlindungan sosial anak; penyediaan

sarana dan prasarana untuk layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan

sosial lanjut usia; rekapitulasi, tata kearsipan, dan pelaporan penyelenggaraan

program dan kegiatan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tanggung jawabnya.

L. Sub Koordinator Rehabilitas Sosial dan Ketergantungan Penggunaan

Obat (KPO)

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) yang sesuai

dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah dan membuat bahan pemecahan masalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial dan

Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO), termasuk lingkup konsultasi sosial,

fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan resosialisasi, rehabilitasi

sosial

c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial dan

Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).
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d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan

petunjuk teknis, dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial

dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) tentang konsultasi sosial,

fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, dan resosialisasi. Rehabilitasi

sosial tuna sosial meliputi gelandangan, pengemis, tuna susila, eks

narapidana,ODHA dan ketergantungan penggunaan obat (KPO) dan tata

kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

e. Menyediakan materi rapat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan urusan

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO);

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi Gelandangan dan Pengemis, Tuna

Susila, Eks Narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat

(KPO); dan tata kearsipan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;

f. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).

Rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan, pengemis, tuna susila,

eks narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO), serta

lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan

resosialisasi.

g. Mengawasi dan mengelola kegiatan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan

Penggunaan Obat (KPO).

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang rehabilitasi

sosial dan ketergantungan obat (KPO), termasuk konsultasi sosial, fasilitas,



61

penyediaan sarana dan prasarana, resosialisasi, tuna susila, gelandangan,

pengemis, ODHA, dan KPO, serta tata kearsipan, dokumentasi, dan laporan

kegiatan.

i. Menindaklanjuti korespondensi yang terkait dengan tanggung jawab

departemen rehabilitasi sosial dan ketergantungan obat.

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan operasi rehabilitasi sosial dan ketergantungan obat

(KPO). Rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan dan pengemis,

tuna susila, eks narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat

(KPO).

M. Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sesuai dengan renstra dan

target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah dan membuat bahan pemecahan masalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas, termasuk konsultasi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

c. Menyetujui rencana dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas.
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d. Membuat materi rapat untuk koordinasi pelaksanaan urusan rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas yang mencakup konsultasi sosial, perlindungan

sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan

pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan Orang dalam

Gangguan Jiwa (ODGJ).

e. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang bagaimana

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Orang dalam Gangguan Jiwa

(ODGJ) dijalankan, termasuk konsultasi sosial, perlindungan sosial,

rehabilitasi sosial, fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan

rujukan bagi penyandang disabilitas, dan dokumentasi kegiatan.

f. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam lingkup konsultasi

sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana

dan prasarana serta pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan

Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

g. Menjalankan manajemen administrasi kegiatan rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas.

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang urusan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, termasuk konsultasi sosial,

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan

prasarana, dan pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan Orang

dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
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I. Menindaklanjuti korespondensi yang berkaitan dengan tanggung jawab

organisasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas. Ini mencakup konsultasi sosial, perlindungan sosial,

rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta

pelaksanaan rujukan bagi penyandang disabilitas. Ini juga mencakup

pengelolaan dan tata kearsipan, serta dokumentasi kegiatan.

N. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab atas beberapa

tugas Kepala Dinas Sosial di bawah lingkup Pemberdayaan Sosial. 2. Untuk

melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

memiliki fungsi berikut:

a. Membuat rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial

yang mencakup pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial,

pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan

komunitas adat terpencil;

b. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial yang

mencakup pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial,

pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan

komunitas adat terpencil.
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c. Menyediakan materi untuk pembuatan kebijakan teknis yang berkaitan

dengan pembinaan kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan pemberdayaan

sosialmasyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat

terpencil;

d. Pembinaan dan pengawasan program kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan

komunitas adat terpencil; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tanggung jawabnya.

O. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT sesuai

dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah, dan membuat bahan pemecahan masalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan sosial

perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, termasuk lingkup

pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi,

standarisasi pelayanan, penyediaan layanan

c. Menandatangani naskah dinas bidang tugas urusan pemberdayaan sosial

perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.
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d. Mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah,

bahan untuk petunjuk teknis, dan bahan untuk pelaksanaan urusan

pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT yang

mencakup lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan

teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana

sosial, perseorangan, keluarga, dan

e. Menyediakan materi untuk pertemuan untuk mengatur pelaksanaan urusan

pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT. Urusan

yang termasuk lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan

teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana

sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, pengelolaan dan tata

kearsipan, dan dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

f. Mengumpulkan dan mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana

urusan pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh perseorangan, keluarga,

kelompok, dan KAT. Informasi ini harus mencakup lingkup pemberdayaan,

pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, standarisasi pelayanan,

penyediaan fasilitas dan prasarana sosial, pengelolaan dan tata kearsipan, dan

dokumentasi dan laporan kegiatan.

g. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT,

termasuk lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis,
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fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial,

pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

h. Mengawasi kegiatan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga,

kelompok, dan KAT.

i. Menjaga arsip dokumen yang berkaitan dengan tugas urusan pemberdayaan

sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.

j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan sosial

perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT yang mencakup pemberdayaan,

pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan,

dan penyediaan sarana dan prasarana sosial untuk individu, kelompok,

keluarga, dan masyarakat

P. Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Izin Sumbangan

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan sesuai dengan

renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah, dan menyiapkan bahan pemecahan masalah untuk

pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin

sumbangan dalam lingkup pembinaan, bimbingan sosial, dan tata teknis

untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan (keluarga).
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c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pemberdayaan

kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan.

d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan

petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pemberdayaan

kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan dalam hal pembinaan,

bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan

perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial,

dan pelaksanaan sosialisasi.

e. Menyediakan materi untuk pertemuan untuk mengatur pelaksanaan urusan

pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup

pembinaan; bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi

keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi

kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai kelembagaan tentang keluarga;

penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang mengalami masalah

sosial ekonomi; dan rekomendasi untuk izin sumbangan sosial.

f. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang pelaksanaan

urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup

pembinaan; bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi

keluarga dan perempuan potensial (keluarga), lembaga koordinasi

kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai kelembagaan tentang keluarga;

penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang mengalami masalah

sosial ekonomi; dan rekomendasi untuk izin sumbangan sosial.
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g. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan yang

mencakup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga

konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), lembaga koordinasi

kesejahteraan sosial, sosialisasi nilai-nilai keluarga, penyediaan sarana dan

prasarana bagi keluarga yang menghadapi masalah sosial ekonomi, dan

rekomendasi izin sumbangan.

h. Menindaklanjuti dokumen yang berkaitan dengan izin sumbangan dan urusan

pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan kelembagaan

masyarakat; izin sumbangan lingkup pembinaan; bimbingan sosial dan tata

teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga),

dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai

kelembagaan tentang keluarga; dan penyediaan sarana dan prasarana bagi

keluarga yang menghadapi masalah sosial.

Q. Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial sesuai

dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.
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b. Mengidentifikasi masalah dan menyiapkan bahan pemecahan masalah

untuk melaksanakan tugas urusan kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam lingkup pembinaan, fasilitasi, dan

penyediaan sarana dan prasarana; pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,

kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan

memberikan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga

pahlawan, pejuang, dan veteran.

c. Menyetujui rencana dinas untuk kepahlawanan, keperintisan, kesetiaan,

dan restorasi sosial.

d. Mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah,

arahan teknis, dan arahan untuk pelaksanaan urusan kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam konteks pembinaan,

fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

e. Menyusun materi rapat untuk mengatur dan mengkoordinasikan

pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan

restorasi sosial. Pelaksanaan ini mencakup pembinaan, fasilitasi, penyediaan

sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan,

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta pelaksanaan

dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan,

pejuang, dan veteran. Ini juga mencakup tata kearsipan,



70

f. Mengumpulkan dan mengelola informasi dan data tentang bagaimana

urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial

dilaksanakan. Ini termasuk aspek pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana

dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan,

kesetiakawanan, dan restorasi sosial, dan pelaksanaan dukungan, bantuan,

fasilitasi, dan santunan untuk pahlawan, pejuang, dan veteran. Ini juga

mencakup tata kearsipan, dokumentasi, dan laporan.

g. Menjaga nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan,

kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam lingkup pembinaan; memberikan

bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

memberikan dukungan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan,

pejuang, dan veteran; dan menjaga tata kearsipan, dokumentasi, dan

pelaporan urusan kepahlawanan.

h.Mengelola administrasi kegiatan kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

i. Melaksanakan dan mengevaluasi potensi, prinsip kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

j.Melaksanakan evaluasi dan tanggung jawab badan usaha terhadap

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

k. Menjaga taman makam pahlawan nasional kabupaten.
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l. Meneliti dokumen tentang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan,

dan restorasi sosial.

m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan

evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kepahlawanan, kejuangan,

keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Ini mencakup pembinaan,

fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Ini juga mencakup memberikan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan

kepada keluarga pahlawan, pejuang, dan veteran.

R. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin menjalankan fungsi berikut untuk

memenuhi tugas yang disebutkan pada ayat (1):

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program,

kegiatan, dan anggaran Bidang Penanganan Fakir Miskin;

b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur

lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan

c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, termasuk,

tetapi tidak terbatas pada, identifikasi dan penguatan kapasitas

d. Berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

dan/atau perangkat daerah terkait untuk mengatur perumusan dan penyusunan

kebijakan penanganan fakir miskin;
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e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang termasuk dalam Bidang

Penanganan Fakir Miskin
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan

Concong tepatnya di Desa Panglima Raja sudah berjalan dengan baik karena

KAT sudah diberdayakan melalui program-program yang telah dijalankan

dan mengalami peningkatan baik dari segi ekonomi,pendidikan, sosial,

kesehatan maupun aksesibilitas, yang dulunya hidup diatas sampan namun

ketika dilakukan pemberdayaan mereka diberikan rumah layak huni untuk di

tempati.

Dalam pemberdayaan KAT program diterapkan melalui empat

tahapan pemberdayaan utama, yaitu tahap persiapan dan perencanaa, tahap

assesment, tahap implementasi serta tahap evaluasi pertama dalam tahap

perencanan dan persiapan sudah di identifikasi mengenai hambatan-hambatan

utama dalam pengimplemntasian program yang telah di jalankan, pada tahap

assesment sudah dijalankan namun masih belum cukup optimal dimana

kurang tepat nya sasaran dalam penerapan program pemberdayaan KAT

dikarenakan dalam pengklasifikasi data bantuan belum diproses dengan

akurat sehingga masyarakat harus melaporkan diri ke Kantor Desa, ketiga

tahap implementasi sudah berjalan cukup baik dalam penerapan program-

program pemberdayaan KAT namun yang menjadi hambatan dalam tahap ini

adalah keterbatasan anggaran yang membuat program pemberdayaan KAT
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disalurkan sesuai anggaran yang tersedia sehingga masyarakat KAT yang

menerima bantuan tersebut disalurkan secara bergantian dan bertahap, dan

keempat tahap evaluasi bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan

keterlibatan pihak swasta dan Pemerintah Daerah turut membantu dalam

proses pemantauan program KAT, namun karena keterbatasan anggaran yang

tersedia maka evaluasi dan monitoring jarang di lakukan oleh Dinsos tetapi

setiap progres dari program tersebut tetap di laporkan oleh pihak Kantor Desa

kepada Dinas Sosial.

Tetapi meskipun pemberdayaan KAT sudah dilakukan namun masih

terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan program-program KAT

yang dapat mempengaruhi ketidaklancaran program pemberdayaan KAT

seperti keterbatasan anggaran, kebiasaan buruk masyarakat maupun jarak dan

aksesibilitas yang kurang memadai yang mengakibatkan program

pemberdayaan KAT tidak bisa berjalan dengan efektif dan efesien.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan

berdasarkan pengamatan peneliti maka menyampaikan saran-saran yang

peneliti temui dilapangan yang berhubungan dalam pengimplemnetasian

program pemberdayaan KAT, yaitu :

1. Bagi pihak yang mengimplementasikan pemberdayaan KAT dalam

menyalurkan bantuan harus secara merata karena masyarakat sangat

memerlukan bantuan untuk keberlangsungan hidup mereka dan peneliti
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berharap agar program yang dijalankan sesuai dengan anggaran yang

disalurkan pemerintah.

2. Dalam pengimplementasi program pemberdayaan KAT seharusnya

pemerintah harus turut terlibat secara rutin untuk melihat anggaran yang

disalurkan untuk program pemberdayaan KAT sudah berjalan dengan baik

atau belum.

3. Bagi pihak yang dijadikan informan oleh peneliti jangan membatasi

informasi yang ingin di peroleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.
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